ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu hal sakral yang menggabungkan dua insna menjadi
satu. Sayangnya, tidak semua pernikahan berjalan dengan hasil akhir yang indah.
Perceraian merupakan hal yang sensitif, terutama dengan hal-hal yang terkait
dengan harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif
yaitu dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan bahan pustaka. Hasil dari
penelitian ini, bahwa hak istri dalam perceraian bisa didapatkan hak istri berupa
hak mut'ah yang dapat didefinisikan sebagai suatu hak harta yang diberikan suami
kepada istri pada saat istri tersebut diceraikannya. Kondisi di mana seorang istri
yang dicerai (talak) masih berhak diberikan harta. Hal ini dikarenakan suami telah
memenuhi beberapa macam syarat yang dimiliki oleh seorang istri yang telah
disetubuhi oleh suami tersebut dan bagaimana suami yang melayangkan gugatan
cerai kepada istri tersebut sehingga wajib bagi suami untuk dapat memenuhi hak
mutah istri yang besarannya tidak terdapat nilai yang konkrit. Bahwa Hak istri
dalam pembagian harta bersama akibat terjadi perceraian harus dibagi sama rata
antara suami dan istri sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan.
Semua harta yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi
harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh
secara bersama-sama. Dalam hal ini, pembagian harta bersama akibat terjadi
perceraian harus dibagi sama rata antara suami dan istri sesuai dengan ketentuan
undang-undang perkawinan. Separuh bagian suami dan separuh bagian istri sesuai
dengan rasa keadilan yang mana sesuai pada Pasal 128 sampai dengan Pasal 129
KUH Perdata. Keduanya beragama non muslim maka dibagi berdasarkan hukum
adatnya. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan
atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri. Dalam islam, pembagian
harta setelah perceraian dapat dilakukan dengan proses musyawarah di mana tidak
ada hadis yang membahas secara khusus mengenai perhitungan, namun dapat
disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
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